
Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor Nomor 37 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat 

menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas 

anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan diberikan 

tunjangan perumahan; 

b. bahwa tunjangan perumahan diberikan dengan memperhatikan 

azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standart harga 

di Kabupaten Pati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Pati. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten d,lam Lingkungan Propinsi 
Jawa Tengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 

2. Undang-undang Nomor 22 T ahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4310); 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR, 16 TAHUN 2006 

TENT ANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI 

BUPATI PATI, 

BUPATI PATI 

·- 



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
' Republik Indonesia Nomor 4540); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); 

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Perubahan Atas Undang-Unda~g Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

.. 



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal4 

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diserahkan dan menjadi 

tanggung jawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Pati. 

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006. 

Pasal 3 

Pasal 2 

(2) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tunjangan 

perumahan sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu 

rupiah) per bulan. 

(3) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan tunjangan 

perumahan sebesar Rp 2.875.000,00 (dua juta delapan ratus 

tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan. 

(1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati 

terdiri atas : 

a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan 

b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 
PIM Pl NAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE RAH 

KABUPATEN PATI. 

MEMUTUSKAN: 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 

Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 3); 
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BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2006 NOMOR . ..!.~ ... 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 1 c; j _- _ .'.b ~f. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

TASIMAN 

Ditetapkan di Pati 
pada tanggal .: 'l j, . i ~ 

BUPATI PATI, 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Pati. 
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